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ABSTRAK 

Said Ahmad Dzaky Assegaf. NPM. 19810689. 2023. “Analisis Perbandingan 

Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Kerja Asing Sebelum dan Sesudah Lahirnya 

Undang-Undang Cipta Kerja”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kalimantan. Pembimbing I Ibu Dr. Yati Nurhayati S.H., M.H Pembimbing II 

Bapak Dr. Akhmad Munawar S.H., M.H 

Kata kunci : Perbandingan, Undang-undang cipta kerja, Undang-Undang 

KetenagakerjaanTenaga Kerja Asing 

 Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dengan versi terbaru 

Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 menuai banyak 

polemik dikalangan masyarakat khususnya Tenaga Kerja. Permasalahan yang 

terjadi dikarenakan masyarakat meanggap bahwa peraturan tersebut memberikan 

kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).  

 Penelitian ini difokuskan kepada : bagaimana perbandingan Undang-

Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah sudah 

tepat perubahan daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang 

Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Dengan 

menganalisis dan mengkaji menitikberatkan pada Undang-Undang Cipta Kerja 

Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003. 

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Perbandingan diantara Undang-

Undang ketenagakerjaan terletak kepada kemudahan Undang-Undang Cipta Kerja 

dalam melaksanakan proses perizinan Tenaga Kerja Asing dengan hanya 

membuat RPTKA sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ada beberapa hal 

yang harus dibuat seperti RPTKA dan Izin tertulis yang disahkan dari Pemerintah 

Pusat. Lalu, didalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dijelaskan secara rinci 

mengenai pembatasan-pembatasan TKA untuk jabatan-jabatan yang ada di 

Indonesia sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan merinci hal tersebut 

dengan merujuk kepada Keputusan Kementerian. Lalu, mengenai pengaturan 

hukum Undang-Undang Cipta Kerja masih belum tepat untuk dilaksanakan 

dikarenakan banyak subtansi dari isi peraturan yang ada membuat kesejahteraan 

masyarakat kian memprihatinkan dikarenakan kesulitan mencari lowongan 

pekerjaan.  

Saran dari penelitian ini pemerintah perlu mengkaji kembali isi dari 

peraturan Undang-Undang Cipta Kerja agar dapat memberikan keadilan kepada 

masyarakat dan pembangunan nasional berjalan dengan baik. Serta, Pemerintah 

harus mempertimbangkan kembali untuk menghadirkan perizinan tertulis kembali 

agar permasalahan baru lainnya tidak terjadi, seperti masalah keimigrasian.  
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